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?A.,·f 
ABSTRAK .-:, ~~ 

~~~-- l: 'iJ AN .!..:: 

TINJAUAN YURID~S TENTANG TANGGUNG JAWAB SUAMI ( !sTA K t.:· 
TERHADAP KERUGIAN ATAS PERJANJIAN YANG DISEBABKAN 

OLEHISTRI 
(STUDI KASUS PUTUSAN PERDATA PN MEDAN 

REG.N0.346/PDT.G/2009/PN.MDN) 

OLEH 
NAMA : NOVITA SARI 

NPM : 09.840.0057 
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN 

Hutang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah 
utang pribadi yang berasal dari peijanjian utang piutang dengan persetujuan 
pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suamilisteri 
dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat 
melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan 
pasangan. 

Oleh karena itu, Hutang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan 
tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami 
(utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan 
tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya 
persetujuan). Berkai!an dengan penjelasan mengenai harta bersama di atas, maka 
penjaminan rumah tanpa sepengetahuan suami (penulis asumsikan tidak ada 
persetujuan suamijuga) berakibat penjaminan rumah tersebut tidak sah. 

Dalam hal menjaminkan harta bersama itu adalah benar seorang istri atau 
seorang suarni tidak berhak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama 
tersebut tanpa sepengetahuan suami atau istrinya. Dan akan berakibat tidak sahnya 
perjanjian tersebut. 

Akan tetapi didalam perkara perdata Reg.No.346/PDT.G/2009/PN.MDN 
m1, si suami (Tergugat II) bukannya tidak mengetahui pe:Jjanjian hutang yang 
dibuat oleh istrinya (Tergugat I) tersebut, hanya saja Tergugat II tidak ada saat 
penandatanganan dan serahterima objek sengketa tersebut. Buktinya Tergugat II 
pemah datang bersama Tergugat I kerumah Penggugat untuk memohon 
dipinjarnkan sejumlah uang dengan menjaminkan Surat Akta Pelepasan Hak Atas 
Tanah Nomor 14/X/APHAT-GRJMDL/1986) tersebut. Walaupun begitu, ia 
(Tegugat IT) tetap harus ikut bertanggung jawab membayar kerugian yang diderita 
Penggugat secara tanggung renteng bersama Tergugat I. 

111 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Novita Sari - Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Suami terhadap Kerugian..



KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan 

lindungan yang dilimpahkannya kepada penulis, sehingga Penulisan Skripsi ini 

dapat diselesaikan penulis tepat pada waktunya. 

Penulisan Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat pemenuhan kurikulum 

untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Jurusan Hukum Konsentrasi Bidang 

Keperdataan pada UNIVERSITAS MEDAN AREA. Penulisan Skripsi ini dilatar 

belakangi kasus hutang piutang dengan putusan kasus perdata dari Pengadilan 

Negeri Medan Reg.No.346/PDT.G/2009/PN.MDN. Penulis menyadari bahwa 

mustahil jika tidak ada kesalahan atau perbedaan pendapat dalam penyajian 

Penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan 

menghargai saran maupun kritikan sehat dari semua pihak yang mengarah 

perbaikan Penulisan Skripsi ini. 

Dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mgm 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Taufik Siregar SH., MHum, selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan 

[lmiah ini. 

2. Bapak Muazzul SH., MHum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

banyak membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan 

Skripsi ini. 

iv 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Novita Sari - Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Suami terhadap Kerugian..



3. Bapak Zaini Munawir SH., Mhum., selaku Ketua Program Studi 

Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 

4. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Medan Area. 

5. Ibu Rafiqi SH., MM., selaku Sekretaris Seminar Proposal dari penulis. 

4. Seluruh dosen dan staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan 

Area yang telah mendidik dan membimbing penulis. 

6. Orang tua, kakak dan adik penulis yang tercinta, yang telah banyak 

memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis. 

7. Kepada ternan - ternan penulis yang secara langsung maupun tidak 

langsung membantu dalam penyelesaian Penulisan Ilmiah ini, terutama Hotma, 

Risma, Darji, Cecil, Bang Jali dan Dini. 

Akhir kata penulis mengharapkan Penulisan Ilmiah yang sederhana ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam 

Penulisan Skripsi ini penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besamya dan 

mohon agar dapat dimaklumi. 

Medan, Juli 2013 

Penulis, 

NOVITA SARI 

v 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Novita Sari - Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Suami terhadap Kerugian..



DAFTARISI 

Halaman 

LEMBARAN PERSEMBAHAN ... ... .. ........ ... ...... .... ....... ... .. .... ......... ...... ........... i 

ABSTRAK .......... ....... ........ .. .. .. .... ... ............. .. .... ..... ..... ........... .............................. iii 

Kata Pengantar ................. .... .......... ........ ... ....... ........... .... ......... ......... .. ...... ... .... .. . iv 

Daftar lsi .................................. ... ...................................... ................................... vi 

BABI PENDAHULUAN ......... ...... .... ... ..... ... ... .. .... .... .......... .... ... .. .. ..... .... 1 

A. Pengertian dan Penegasan Judul .. ..................................... 5 

B. Alasan Pemilihan Judul.. ................. ... .. .............. ............... 6 

C. Permasalahan ... ..... .... ... ...... ........... ..... ...... .... ............. ...... .. . 7 

D. Hipotesa .............. .. ..... .... .... ...... ... ..... ......... ....... .. .... .... .. .. .... 7 

-

E. Tujuan Penelitian ..... ....... .... .... .............. .. ... .. ...... .. .... ....... ... 7 

F. Metode Pengumpulan Data ....... .... .... ...... .. ... ... .. ... .. ... .. ...... 8 

G. Sistematika Penulisan ...... ........ ............... ............ ..... .. ... ..... 9 

BABII SUAMI DAN ISTRI PADA UMUMNY A 

A. Ikatan S uami Istri ...... .... ... .. .. .. ............... .. ...... .................... 11 

B. Hak - Hak Dan Kewajiban Suami Istri .... ... ............ .......... 17 

C. Harta Benda Dalam Perkawinan .... ..... ............ .. ..... ... ...... .. 29 

BAB III KERUGIAN ATAS PERJANJIAN PADA UMUMNYA 

A. Pengertian Kerugian ...... ..... ... .. ... ........ ..... ........................ .. 42 

B. Pengertian Peijanjian .......... ................. .. .... ............ ........... .48 

C. Jenis-Jenis Peijanjian ........................... .. ...... .. .................... 56 

D. Berakhimya Peijanjian ...................................................... 59 

vi 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Novita Sari - Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Suami terhadap Kerugian..



BABIV 

,BABV 

TINJAUAN YURIDIS/HUKUM PERDATA TENTANG 
TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP KERUGIAN 
ATAS PERJANJIAN YANG DISEBABKAN OLEH ISTRI 
A. Kedudukan Istri Dalam Melakukan Perbuatan Hukum .......... 67 

B. Tanggung Jawab Suami Terhadap Hutang yang Teijadi Selama 

Masih Dalam lkatan Pemikahan .. ........ ... .... .................. .. ... ..... 7 4 

C. Kasus dan Tanggapan Kasus 

Reg.No.346/PDT.G/2009/PN.MDN .. .... ................................. 77 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ....... .... ................ .. ... .... ....... ...... .. ...... ............. ...... . 83 

B. Saran ....... .. ....... .. ......... .... ... ..... .. .................... .......... ..... ..... .... .. 84 

DAFTAR PUST AKA .................. .... ... ....... ...... ..... .................. ... ......... .. .... ... ... ... .. 86 

LAMPIRAN- LAMPIRAN 

Vll 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Novita Sari - Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Suami terhadap Kerugian..



BABI 
PENDAHULUAN 

Masyarakat seb(lgai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan 

watak masing-masing yang berbeda, membutuhkan hukum yang mengatur 

kehidupannya agar berjalan tertiL dan lancar, selain itu lliltuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena 

itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang 

terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian 

merenggutnya. Mengenai hal ini secara eksplisit terdapat dalam penjelasan UUD 

1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1. Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus berdasarkan 

pada hukum yang berlaku di negara RI. 

Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pa.sangan dengan tujuan 

agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan 

keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia 

membentuk .sebuah lembaga perkawin::ra. Di Indonesia sendiri perkawinan adalah 

sesuaiu hal yang sakral dan agung. Dengan. adanya perkmvimn tersebut maka 

diharapka.i1 dapat membentu..1c sebuah keluarga yang scj aL.;:..:ra, karcna di dalam 

keluarga dapat menciptakan 6enerasi yang sehat lahir dan bathln. 

Didalam perkawimm dikenal adanya harta benda dalam perkawina11.. 

Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam 

perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah 

1 
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2 

harta benda yang diperoleh selama perkavvinan, yang terhadap harta bersama 

tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. 

Sedangkan, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami 

dan isteri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing 

sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada di bawah penguasaan 

n1asing-masing sepanjang suami dan isteri tidak mel!entukan lain. Atas harta 

bawaan ini, suami dan isteri mem.punyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum. Artinya, penggunaan harta bersama harus dilakukan atas 

persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama 

dipetjanjikan lain dalam peljanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 

UUP. 

Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, S.H., dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang prive) dan utang persatuan (utang 

gemeenschap, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama). 1 

Tvlenu .. rut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri 

yang membuat utang tersebut, sedangkan ya.."1g ha;.us d;_sita pertarna-tama adalflh 

benda prive (benda pribadi) . Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi 

tidak rnencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Aka11 tetapi, jika 

suami yang rnembuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula 

sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita 

adalah benda gemeenschap (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka 

benda pribadi suami atau isteri yang membuat hutang itu disita pula. 

-
1 Prof. Subekti, S.H. Pokok:Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, 20 I 0 hal. 34. 
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Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta 

bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan 

persetujuan pasangan_ Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh 

suami/isteri dap<1t be'i-dampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak 

dapat mehmasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan 

pasangan. 

Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan 

tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami 

(utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan 

tida.lc dapat diambil pelunasannya dari harta bersama ( akibat tidak adanya 

persetujuan). Berkaitan dengan penjelasan mengenai harta bersama di atas, maka 

penjaminan rumah tanpa sepengetahuan suami (penulis asumsikan tidak ada 

persetujuan suami juga) berakibat penjaminan rumah terse but tidak sah. 

Dalam skripsi ini, Pengadilan Negeri Medan pernah mengadili kasus 

seru_~Ja mengenai penggunaan harta bersama tanpa sepengetahuan suarni/isteri. 

Pada kasus tersebut seorang istri menj arnirL'<:an tanahlnllllah yal" g merupak(ln 

harta bersama dalam perkawinan tanpa persetujuan suaminya. Pada akPirnya, 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan REG.N0.346/PDT.G/2009/PN.MDN 

dinyatakan bahwa, "Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri 

harus mendapat persetujuan suami isteri." PN Medan lebih lanjut berpendapat 

bahwa, karena belum ada persetujuan isteri maka tindakan seorang istri (Tergugat 

I) yang membuat perjanjian atas harta bersarna (tanah) adalah tidak sah menurut 

hukum. Tetapi karena tindakan si istri (Tergugat I) tersebut telah menimbulkan 
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kemgian pihak lain maka atas perbuatan si istri (Tergugat I) tersebut, maka si 

suami (Tergugat Il) harus ikut menanggung akibat hukum dengan membayar 

kerugian yang diderita si Penggugat secara tanggung renteng. 

Menghubungkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

dengan perjanjian (berkaitan dengan harta bersama) yang dibuat tanpa persetujuan 

pasangan. Apabila kita hubungkan dengan perjanjian penjaminan rumah tersebut 

(penjaminan dengan hak tanggtmgan) maka petjanjian penjaminan tersebut 

dianggap cacat hukum karena perjanjian dibuat tanpa persetujuan dari suami, 

sehingga tidak Lerpenuhinya syarat sah petjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 

1320 KUHPerdata, yaitu mengenai kausa yang halal. Sebab Pasal 133 7 KUHPer 

sudah menentukan bahwa, "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh 

undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 

umum." Sementara, ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengharuskan 

-
penggunaan harta bersama dilakukan suami atau isteri atas dasar perjanjian kedua 

belah pihak. Artinya, jika ditafsirkan Pasal 36 ayat (1 ) UU Perkawinan melarang 

penggunaan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suarni/isteri. 

Hal ini juga didukung oieh ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yar1g 

Berkaitan Dengan Tanah yang mengatakan pemberi hak tanggungan adalah orang 

perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk meiakukan 

r e.rbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. Dalam hal 

i.n i, isteri tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri atas harta bersama. 

Tindakan hukmn berkaitan dengan har-ta bersama harus dilakukan dengan 
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persetujuan pasangan. Jadi karena tidak ada persetujuan pasangan, penjarninan 

rumah dengan hak tanggungan tersebut tidak sah, yang mengakibatkan rumah 

tersebut tidak dapat dieksekusi apabila isteri tidak dapat membayar utangnya. 

Tetapi Pengadilan akan tetap menghukum istri dan suami tersebut untuk 

membayar hutangnya secara tanggu:tg renteng. 

A. Pengertian Dan Penegasan Judul 

Seperti kita ketahui bahwa skripsi mempunyai judul yang harus 

ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau 

pengertian yang berbeda - beda d&ri judui skripsi, dimana judul skripsi yang 

dimaksud adalah Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Suami Terhadap 

Kerugian Atas Perjanjian Yang Disebabkan 0/eh Istri. 

Untuk lebih jelas, maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini 

secara kata demi kata, sebagai berikut: 

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pa.11dangan, pendapat (sesudah menyelidiki, 

mempelajari , dsb).2 Yur:dis dapat diartika.'1 menumt hukum atau secara 

hukum. 

2. Ta...11ggung ja\vab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau 

ieijadi apa - apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb)? 

3. Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan 

(
• ") J. 1stn . · 

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat , Departemen Pendidikan 

Nas ional, 2008, hal: 1470. 
3 Ibid, Hai: i398. 
4 Ibid, Hal: 1343: 
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4. Kerugian adalah menanggung atau menderita rugi. 5 

5. Per_janjiarL atau persetujuan menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, 

pasal 13 t 3 adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih 

mengikatkan di rinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

6. Istri adalah wanita yang telah dinikahi atau yang bersuami .6 

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami 

bahwa pembahasan skripsi ini pada dasamya mengetcngahkan tentang tinjauan 

hukum dilihat dari hukurn khususnya perdata mengenai Tanggung Jawab Suami 

atas Kemgian atas Perikatan yang disebabkan oleh Istri . 

B. Alasan Pemi!ihan Judul 

Oleh karena itu penulis percaya bahw~ hasil dari proposal ini akan 

bermanfaat bagi masyarak:at awam untuk berhati-hati untuk melakukan perbuatan 

hukum dengan menyepakati peljanjian seperti yang dicontohka.n pada Putusan 

Pengadilan Negeri Medan REG.N0.346/PDT.G/2009/PN.MDN. 

Dengan. begitu, penulis terta.rik untuk menganalisis secara mendalam, 

an2: hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: Tinjauan 

f nridis Te?ttang Tangg:mg Jawab Suami Teriwdap Kerugian Atas Perjanjian 

Yang Disebabkan Oleh Istri. 

~ Ibid, Hal: 1186. 
6 op cit, Kamus Besar Bahasa Indonesia.;: Hal: 552. 
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C. Permasalahan 

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka 

mempermudah penulis dalam per;>bahasan agar lebuh mudah terlebih dahulu 

dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan ajaran yang diajukan. 

Timbulnya pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. "Bagaimana Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Istri dalam 

melakukan Perbuatan Hukum" 

2. "Bagaimana Tanggung Jawab Suarni terhadap Hutang yang dibuat 

oleh Istri yang terjadi selama masih dalam ikatan perkawinan 

dikaitkan dengan Kasus Putusan Perdata PN Medan 

Reg.N o.346/PDT .G/2009/PN.Mdn." 

D.Hipotesa 

Terhadap perjanjian yang dibuat oleh istri dalam skripsi ini, dibuat dan 

ditandatangani tanpa kehadiran si suami. Awalnya penulis berfikir perjanjian ini 

tidak sah karena menurut ketentuan pasal 1330 (3) KUHPerdata, orang yang tidak 

cakap untuk membuat suatu perjanjian (salah satunya) adalah perempuan yang 

ielah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang pada umumnya semua 

orang yang oleh undang-undang dilarang membuat persetujuan tertentu. 

Dengan ketentuan tersebut penulis mengambil kesimpulan sementara 

~ahwa· perjanjian yang dibuat istri tersebut tidak sah karena tanpa sepengetahuan 

suami sehingga objek sengketa tidak dapat dieksekusi. Akan tetapi hutang yang 

tdah terjadi tetap hams dibayar dan juga ditanggung oleh suami karena istri 

werupakan tanggung jawab suami. 
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E. Tujuan Penelitian 

Apabila kita melakukan suatu perbuatan, maka pada umumnya kita 

mempunyai tujuan tertenht. Demikian juga halnya di dalam pembuatan skripsi ini 

juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasannya 

nanti. Sehubungan deagan pembahasan skripsi ini yang menjadi tujuan pokok 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Unhlk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar srujana Hukurn pada 

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan 

kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. 

2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat, bagaimana sebenarnya 

tanggung jawab suarni kepada istri, khususnya apabila si istri terjerat perkara 

yang bemjung pada kemgian dan keabsanan perjanjian yang buat oleh si istri 

terse but. 

3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada duni3 ilmu pengetahmm 

khususnya ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan masalah kerugian. 

F. IVIetode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skJip~i pada 

khususnya, rnetode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui: 

1 . Studi kepustakaan (Library Research) 

2. Studi lapangan (Field Research) 

Untuk menentukan metode pengurnpulan data yang dipakai adalah 

tergantung pada judul skripsi ya.'lg bersangkutan. Adapun metode pengumpulan 
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data dalam skripsi ini yaitu studi kepustakaan (Library Reasearch) dan studi 

lapangan (Field Research) . 

1. Studi kepustakaan (Library Reasearch ), dim ana penulis rnembaca buku -

buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip 

pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini . 

2. Shtdi lapangan (Field Research), mengadakan wawancara dan pengumpulan 

data - data guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini . 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempennudah pemabaman dalam penulisan skripsi ini , penulis 

membuat sistematika penulisan secm·a singkat mulai dari bab I sampai dengan bab 

yang terak..~ir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab 

yang lainnya. Jadi, gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai beri..kut: 

BABI Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang pengertian dan 

penegasan judul, alsan pemilihan judui, permasalahan, hipotesa, tuj uan peaulisa, 

Jnetode pengumpu!an data dan sitematih penulisan. 

BAB II : Tinjauan Umum tentang Suami Dan Js tri. 

DahuJJ. bab ini terdiri dari pembahasan tentang Pengetian Suami dan Istri 

Hak- hak dan kewajiban Suami dan Istri, Harta bersama dalam perkawinan. 

BAB III : Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Kerugian 

Dalam bab ini akan membahas tentang pengetiian kerugian, pengertian 

.-rerikatan, sumber- sumber perikatan, kerugian atas petikatan. 
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BAB IV: Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Suami 

Terhadap Kerugian Atas Perjanjian Yang Disebabkan Oleh 

Istri. (Putusan Pengadilan Negeri Medan 

REG.N0.346/PDT.G/2009!PN.MDN) 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri 

Medan Reg. No. 346/Pdt.G/2009/PN.MDN dan Kedudukan Istri dalam 

melakukan p~rbuatan hukum serta tanggung jawab suami. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini penulis menyimpulkan seluruh isi penelitian atau dengan 

kata lain menyimpulkan jawaban yang benar dari permasalahan, kemudian yang 

terakhir penulis memberikan saran - saran kepada pihak - pihak yang ada 

kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. 

Daftar Pustaka 

Lampiran- Lampiran 
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BAB II 

SUAMI ISTRI PADA UMUMNYA 

A. Ikatan Suami Istri 

Suami adalah salah seorang pelaku clalam pemikahan yang berjeni s 

kelam in pria yang be!"ikrar, bentcap janji untuk memperistri wanitanya. Seoran g 

pna biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan 

sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya sebagai 

seorang istri . Dalam berbagai agama biasanya seorang pria hanya boleh me_nikah 

dengan satu wanita . Dalam budaya tertentu pemikahan seorang pria dengan 

banyak wanita dik ategorikan sebagai poligami. 

Seclangkan, lstri adalah salah seorang pehku pemikahan yang b erjenis 

~< elamin w anita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam 

su, tu upacara pemikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri clan 

pasangannya sebagai seorang suami . Dal am b erbagai agama biasanya seorang 

,.-.··nita hanya boleh m enikah cleng;:m satu pria, dalam hal ini , Undang Undang 

?erkawinan juga. m er:.ganut asas :nonogami. pernikahan seorang wanita dengan 

ban, :1k pri a di sebut po li andri. Kata "is tri " diambil clari bahasa Sanske1ta strl yan g 

am nya adal ah "wanita" atau "perempuan". 

Suami dan istri diikat dalam sebuah pemikahan dalam ikatan perkawinan, 

~ ·rnikahan atm.1 adal ah upacara pengikatan janji nikah yang clirayakan atau 

oleh dua orang dengan maksud meresmikan 

· a ir.. nperkawinan secara norma agam a, nonna hukum, dan norma sosial. Upacara 

_ 11ikahan memiliki banyak ragam dan vanas1 m enurut tradi sisuku 

11 
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1'"' L. 

bangsa agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan 

tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum aga...tna tertentu pula. 

Pengesahan secat·a hukum suatu pemikahan biasanya terjadi pada saat 

dokumen tertuli s yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara 

pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungk.an untuk 

melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempal.an untuk 

· merayakannya bersama ternan dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang 

melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai 

kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ibtan perkawinan. 

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah man usia agar 

seorang muslim dapat mernikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar 

dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan 

pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap 

kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah 

memelihara kelangsungan jenis manus1a, memelihara keturunan, menjaga 

Lcselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan 

kehidupan manusia serta menjaga ketenteramanjiwa. 

Pemikal1an memiliki tujuan ya11g sangat mulia yaitu membentuk suatu 

keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal 

i_r,j sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 

i·of1Lm1974 pasall bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara 

s , m·ang 1vanita dengan seorang pria sehagai suami istri dengan tujuan 

n:. mbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarlwn 

_;: -ruhanan Yang Maha Esa." 
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Sesuai dengan rumusan itu, pemikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau 

batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah 

perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. 

Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum 

baik bempa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat 

perbuatan keagamaan karena dalam pela!csanaannya selalu dikaitkan dengan 

ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepe:L"cayaan yang sejak dahulu 

sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan. 

9ari segi ::tgan1a Islffil, syarat sah pemikahan penting sekali temtama untuk 

menentukan sejak kapan sepasang pna dan wanita itu dihalalkan 

melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dariperzinaan. Zina merupakan 

perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Dalam 

agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besat~ yang bukan saja menjadi urusan 

pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan, tetapi termasuk pelanggaran hukum can 

-,·ajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang mela..,\ukannya. Di Indonesia yang 

ma;·oritas penduduknya beragama Islan1, maka hukum Islam sangat memengaruhi 

:si kap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya. 

Agama Islam mer.ggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan 

mjuan agar seseorang tidak teijebak atau teijerumus ke dalam perzinaan. Tata cara 

:: ~n g sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 

· 974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "Perkmvinan adalah sah apabila dilakukan 

,.enurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Dari pasal tersebut 

-:·~ertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukurn adat untuk 

:-·."ngi.kuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islan1 dalam perkawinan. Selain itu 
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disebabkan oleh kesaclaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah 

satu tata cara perkawinan ada! yang masih kelihatan sampai saat ini adalah 

perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut 

nikah siri. Perk;n;vinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau ahli agama 

dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan 

di kantor yang berwenang untuk itu. 

Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pe•·kawinan. 

Adapun yang tetmasuk. dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut: 

<>) Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pna dan 

wanita. 

b) Adanya akad (sighat) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau 

wakilnya (ijab) dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (kabul). 

c! Adanya vvali dari calon istri. 

d) Adanya dua orang saksi . 

Apabi1a salah satu syamt itu tidak dipenuhi maka perkaw-inan tersebut 

cii·e nggap tidak sah, dan c!ianggap tidak pernah ada p<='rkawinan. Oleh karena itu 

diha.ramkan baginya. yang tidak memenuhi rukun tersebvt untuk mengadakan 

~,u hung an seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Dengan 

~;: mikian apabila keempat rukun itu sudah terpenuhi maka perkawinan yang 

_ "i rJ:ukan sudah dianggap sah. 

Perkawinan di atas menurut hukum Islam sudah dianggap sah, apabila 

-~ :awinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 

- -~~, ! 2 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan itu berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan 
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dicatat menurut peraturan perundang-undangun yang berlaku." Dipertegas dalam 

clalam undang-undang yang sama pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa 

perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak 

\Vanita telah mencapai usia 16 tahun. Jika masih bel urn cukup ·umur, pada pasal 7 

ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan dapat disahkan dengan meminta dispensasi 

kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria 

atau pihak wanita. 

Syarat -syarat mdangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampat 

dengan Pas1l 7 UU Nomor 1 Tc.hun 1974. Didalam ketemuan itu ditentukan dua 

syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat 

~kstern . 

Syarat intem yaitu syarat yang menyangkut pihak yang ab.n melaksanakan 

;' erkawinan. Syarat-syarat intern meliputi: 

H) Per.seruj uan kedua belah pihak; 

b) Izin dari kedua orang tua apabila behli!l mencapai umur 21 tahun; 

c) Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun pengecualiannya yaitu ada 

dispensasi d2ri pengadilan atau camat atau bupati; 

cf\ Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin; 

e) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). 

Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 

90 hari dan karena kematian 130 hari. 

Syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam 

r :·:ksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi: 

Hams mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk; 
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2) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat: 

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, peketjaan, tempat kediaman dari 

calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan 

-~ 

juga nama istri atau suami ya11g terdahulu; 

b. Hari, tanggal, jam. Dan tern pat perkawinan dilangsungkan. 

Dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi 

.menjadi dua macam, yaitu: (1) syarat materiil, dan (2) syarat formil. 

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk k~luarga yang bahagia dan 

· .ckal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri saling 

membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya membantu dan r.1encapai kesejahteraan spiritual dan materiil. 

Dilihat dari tujuan perkawinan, maka perkawinan itu : 

D. Berlangsung seumur hidup 

b. Cerai diperlukan syamt-syarat yang ketat dan merupakanjalan terakhir. 

e, Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri 

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokok, ya:tu 

· _ butuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmat1iah seperti 

--"lf'" n, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan 

rofi2< rriah contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka. 
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B. Hak- Hak dan Kewajiban Suami Istri 

1. Pengeriian Hak dan Kewajiban 

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan 'istri, bukan saJa 

bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allru'1 swt. Tetapi sekaligus 

menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Narnun demikian, 

karena mjuan perkawinan yang begitu luhur, yakni untuk membina keluarga yang 

bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur 

hak dan kewajiban antara suami istri. 

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh 

seseorang dari orang lain, baik bempa materi ataupun non materi. Sedangkan 

·ang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang mesti dilakukan 

seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri di dalam sebuah 

rumah tangga, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula dengan 

~s tri. Dengan kata lain suami mempunyai beberapa kewajiban, 7 dan istri pun sama 

memiliki banyak kewajiban 

Suami dan istri apabila teiah menikah, maka antara keduanya memiliki hak 

dan kewajiban masing-masing dan dalam pemenuhannya han•slah seimbang 

antara suami dan isteri. 

Narnun dalarn pelaksanammya, banyak sekali ketimpangan yang 

h:: rjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suam1 dan isteri, dimana 

·- u 'a ya patriarkhi yang masih mendominasi dunia membuat kesetaraan dalam 

; "·menuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri bel urn dapat terpenuhi 

'.m ir S_ arifuddin, hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 1m. I 59 
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dalam arti yang seimbang. Masih tetap saJa terjadi ketidakseimbangan antar·a 

keduanya. 

Bukan menjadi rahasia umum, jika dalam mmah tangga, seorang 

istri diperlakukan tidak seimbang dalmn hak nya. Dan sebaliknya banyak kaum 

perempuan yang sangat tersiksa karena harus menaati kewajibannya yang 

merupakan hak suami. Hal ini dimungkiP_lcan kesalahan dalam memahami dan 

terlanjur budaya telah membentuk mind set itu, sehingga pemenuhan akan hak 

isteri kurang diperhatikan. 

Apabila akad nikah telah sah dan perkawinan telah berjalan, maka akan 

menimbulkan akibat hukum serta menimbulkan pula hak dan kewajiban antara 

suami istri. Dan ini merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan dari 

·uatu perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. 8 

Hak dan kewaj iban suami isteri dalam perundangan 

Dalam UU no 1 tahun 1974, yakni undang-undang perkawinan nasional 

m::nyebutkan bahwa "suami isteri memiknl kewajiban yang luhur untuk 

:11enegakkrn mmah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarak:tt 

(p-1 al 30). Hak dan kedudukan suami isteri adabh seimbang dengan hak dan 

:-~edudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

~ . .:Jam masyarakat. Masing-masing pihak mempunyai hak: untuk melakukan 

:- .rbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah 

~.:.ngga (pasal 31 (1-3). Selanjutnya diterangkan dalam pasal 33 yakni suarni dan 

·l 1 , Undang-Undang RI No. l Taun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 
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isteri wajib saling cinta mencintai_ hormat menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 

Suami wajib melindungi istrinya, dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya_ Isteri vvajib mengatur 

rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing­

masing dapat mengaj ukan gugatan kepada pengadilan (pasal 3 4 ( 1-3) 

a_ Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan _ 

Hak dan Kewajiban Menurut Islam yang tekandung dalam al-Qur'an 

maupun al-Hadis (Misalnya ; Kewajiban bersama antara suami isteri untuk 

bergaul dengan baik, Kewajiban suami terhadap isteri berupa mahar dan nafkah, 

dan Ke\vajiban isteri untuk menaati suami), pada kenyataannya Islam tidak 

memiliki institusi untuk memaksakan peraturan-peraturan yang dimilikinya, m0.ka 

wk jarang pada dataran impelementasinya banyak tugas-tugas suami yang 

memang sudah menjadi k~waj ibannya d.iselev;engkan menjadi semacam modal 

uotuk menguasai istri, yang pada akhimya isteri rnenjadi pihak yang dirugikan. 

Pada giliran..r1ya hak-hak lsteri menjc.di terabaikm1 dan bahkan menj adi 

malapetaka bagi pihak isteri. Di siPilah kelemahan Islam di satu sisi, karena tidak 

ru"' milikj lembaga penegak hukum yang bisa memaksakan bunyi perintah-

- _,rintahnya, namun di sisi lain merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh 

-·si .:m hukum pada umumnya, karena Islam lebih mempercayakan kepada 

w.a tan individu. 

Kemudian untuk melengkapi dan mewujudkan cita-cita perkawinan dan 

--el indungi para pihak dari dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga, 

.:. .:, a dengan kewenangan yang dimilikinya ikut ambil bagian dalam 
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masalahperkawinan. 9 Hasilnya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor I 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan di dalamnya 

mengatur lebih lanjut tentang hak dan ke1:vajiban suami isteri. Namun perbedaan 

yang paling narnpak dengan konsep perka~nan dalam Islam yaitu bahwa undang-

undang perkawinan rnerniliki ketentuan rnengena1 mekanisrne 

pertanggungjawaban yang sifatnya memaksa. yakni pertanggungjawaban hukum 

ketika para pihak melala!kan tugastugasnya masing-masing. Sedangkan agama 

tidak memiliki ketentuan tegas seperti Undang-Undang. 

Secara khusus rnengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 

30-34 Undang-Undang Perkawinan, namun di beberapa tempat (pasal) yang lain 

dijumpai pula ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun meteri hak dan kewajiban 

suami isteri dalfu-n Pasal 30-34 (BAB HaY. dan Kewajiban) Undang-Undang 

Perkawinail adalah sebagai berikut: 

Pasal 30 

::: uami isteri memikul ke\vajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat 

Pa<>al 31 

l) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

ci a! am kehidupan rurnah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

2J Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum 

3, Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga 

Pasal32 

. , Suami isteri harus mernpunyai tempat kediaman yang tetap 

1\.im d Azar Basyir, Hukum Per/wwinan Islam, (Yogyakarta: Ull Press, 1999), lm. 63 
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2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan 

oleh suami isteri bersama. 

Pasal 33 

-Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 

Pasal 34 

1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu 

keperluan hidup bemmah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

2) Isteri wajib mengatur urusan n~mah tangga sebaik-baiknya. 

3) Jika suami atau isteri melalaikan kevvaj ibannya 
. . 

masmg-masmg dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan. 

Secara azasi, terdapat perbedaan antara konsepsi Islam mengenai hak dan 

:c.e\vajiban dengan konsepsi Undang-Undang Perkawinan. Salah satu 

perbedaannya misalnya terdapat pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 

Po rka'vvinan yang mengatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang 

l ""ngan hak dan kedudukan suami daiam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 

lti -lup bersama dalam masyarakat. Berbeda dengan Islam, yang memberi 

,:;: \\·enangan kepada para suami untuk membatasi peran isteri pada sektor 

publik. 10 Sikap Islam tersebut di atas nyata-nyata bertentangan dengan asas yang 

Ji':andung Pasal31 ayat (1) yang menganut asas keseimbangan antara suami isteri 

; 3lam rumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dengan demikian, menumt hemat penyusun bahwa hak dan kewajiban 

.:-tara konsepsi Islam dengan konsepsi undang-undang perkawinan terdapat 

• ·•.;,nad Azar Basyir, Ibid, lm. 63 
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22 

perbedaan, bukan saJa secara material, melainkan lebih dari itu yaitu pada 

persoalan-persoalan prinsipiil pada beberapa tempat, walaupun pada beberapa 

ketentuan di tempat lain terdapat persamaan. · 

Jadi, sesuai dengan prinsip perkawinan yang terkandung dalam UU 

Perkawinan, pada pasal 31 bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan 

seimbang, baik dalam kehidupan ruTl!.ah tangga maupun dalam pergaulan hidup 

bermasyarakat, hal ini tidak sejalan dengan pasal 108 KUH Perdata yang 

menjelaskan bahwa kedudukan seorang wanita setelah kawin dianggap tidak 

~ampu bertindak (handelingsonbelrn~aam) oleh karenanya hanya dengan bantuan 

suam1 yang bersangkutan baru dapat melakukan perbuatan-perbuatan 

hukum.11 Namun ketentuan pasal 108 KUH Perdata terse but tidak berlaku lagiY 

Bermjak dari UU Perkawinan mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri 

dalam pasal -pasal diatas, Sayuti Thalib mencatat 5 hal penting yaitu: 

i . Masing-masing pihak wajib m~ ·";ujudkan pergaulan yang ma'ruf kedalam 

rumah tangga ataupun keluar (masyarakat). 

1. Kedudukan suami sebagai kepala ruma.~ tangga dan istri sebagai ibu rumah 

i<mg;sa. 

Suami 'vvajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, sebaliknya istri harus 

m~.-ngikuti suami. 

Kebutuhan mmah tangga menjadi kewajiban bagi suam1, dan istri Jg 

t orkewajiban membantu mencukupi kebutuhan tersebut. 

~ii i Rosyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), 
. >l. 180-181. 
· Surat Edaran Makama Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada seluru Kepala 
~gadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluru Indonesia mengenai beber'lpa pasal tertentu dari 
• U Perdata dianggap tidak berlaku lagi. 
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5. Istri bertanggung jawab mengurus rumah tanggp, dan membelanjakan harta 

suami secara bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan .13 

b. Kornpilasi Hukum [slam 

Di Indonesia sebagaimna telah penyusun uraikan di atas, bahwa perihal 

hukum perdata menyangkut perkawinan sudah di atur oleh UU tersendiri, da11 

didalanmya mengatur hak dan kewajiban suami isteri . Adapun hak dan kewajiban 

suami isteri yang telah terrnuat dalam KHI adalah dimulai dari pasal 77- 84 (BAB 

Hak dan Kewajiban Suami Istri). 

Pengaturan ketentuan hak dan kewaj iban suami isteri dalam kompilasi lebih 

sistematis dibanding dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal 1m tentu dapat 

dimaklumi, karena kompilasi dimmuskan belakangan, setelah 17 tahun sejak 

Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan. Sementara dalam Undang-Undang 

Ferkawinan pengaturan hak suami dan isteri lebih bersifat umum. Agaknya KHJ 

dalam masalah hak dan kewajiban ini mewujudkan sikap yang mendua, satu sisi 

ingin mevv1.uudkan sikap kesetaraan sedangkan pada sisi ya.J1g lain belum berhasil 

sepenuhnya k::luar dari main steam fikih Islam yang jelas-jelas tidak 

menempatkan peremptmn dan laki-laki secara seimbang. 

Dibawah ini akan dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih nnct dari 

Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak dan Kewajiban suami istri : 

-Bagia.11 Kesatu mengenai ketentuan umum tentang Hak dan Kewajiban Suami 

lstri: 

IJ Sa)uti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam, f Jak.arta: UI Press, 1982), Him. 
- i -78. • 
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Pasal 77 

l) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan 

masyarakat 

2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat mengnormati, setia dan 

memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain; 

3) Suami isteri memikul kewajiban u.ntuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan 

pendidikan agamanya; 

-+ ) suarni isteri wajib memelihara kehormatannya; 

~) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama 

Pasal 78 

! ) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

! ) Rumah kediaman yang dimaksud dalarn ayat (1 ), ditentulan oleh suami isteri 

!; ~.rsama . 

-i3agian kedua mengenai hak dan kewajiban suami tcntang kedudukan suami istri : 

~ asal 79 

( 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan keduduk:an suami 

JHlam kehidupan rumah tangga dan pergaulan ~idup bersama dalam masyarakat. 

31 masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
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-Bagian ketiga mengenai hak dan kewajiban suan1i tentang kewajiban suami 

Pasal 80 

25 

1) Suami adalah peiilbimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap 

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh 

sumai isteri bersama. 

2) ~uami wajib melidtmgi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya 

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi 

kcsempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa 

dan bangsa. 

-+ , sesuai dengan peng~asislatmya suami menanggung : 

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan 

anak; 

c. biaya pendididkan bagi anak. 

~ ) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan 

b di 2.tas mulai berlaku sesudah ada taiTLkin sempuma dari isterinya. 

o, Isteri dapat rnembebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

:\t::bagaimana terse but pada ay2.t ( 4) huruf a dan b. 

/) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. 
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-Bagian keempat mengenai hak dan kewajiban suami tentang tempat kediaman 

Pasal 81 

26 

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya 

atau bekas isteri yang masih dalam iddah. 

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam 

ikatan perkavvinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari 

gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat 

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai 

:empat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuarmya 

Sci1a disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik bempa alat 

perlengkapan mmah tangga maupun sarana penunja.11g lairmya. 

-Bagian kelima mengenai hak dan kewajiban suami tentang kewajiban suami yang 

'~ri steri lebih dan seorang 

·p·o sal 82 

I \ Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan 

: mpat tiggaldan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang 

~'!enurut besar kecilnya jumlah keluarga yan6 ditanggung masing-masing isteri, 

~ e c uali jika ada perjanjian perkawinan . 

.!) Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suam1 dapat menempatkan isterinya 

tho lam satu tern pat kediarnan. 
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-Bagian keenam mengenai hak dan ke\vajiban suami tentang kewajiban istri 

Pasal 83 

( 1) Kewajibn utama bagi seom·ang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada 

·uami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. 

(2) lsteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 

dengan sebaik-baiknya. 

Pasal 84 

1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-

ke\vajiban sebagaimana dimaksud dalam pas a! 83 ayat (1) kecuali dengan alasan 

vana sah . ~ 

2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada 

pasal 80 ayat ( 4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan 

·onaknya. 

(3) Kewajiban-suarni tersebut pada ayat (2) di atas terlaku kembali sesudah isteri 

nusyuz 

( 4) Ketentuan tentang ada a tau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan 

mas bukti yang sah. 

Hak Dan Kewajiban Suarni lsteri Ditinjau Dari Hukum Adat 

Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri dilihat dari hukmn adat, dapat 

d iambil analisa bahwa hukum adat hanya berlaku didaerah yang sangat kental 

~kan adat budayanya. Dan tidak dapat dipakai di adat lainnya, jadi hukum adat 

--dalah hukum yang diwariskan turun temurun dari nenek moyang. Adapun contoh 

: ... rkawinan dalarn hukum adat adalah perkawinan semanda, perkawinan bebas, 
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perkawinan belarian d\1. Dalam hal hak dan ke\vajiban dalam perkawinan dengan 

hukum adat ini . dimungkinkan ketidakseimbangan dalam pemenuhannya. 

Contoh yang riel adalah seorang isteri yang hanya disuruh menunggu ladang dan 

pemenuhan atas hak nya sama sekali tidak diperhatikan, terjadi dllampung . 

mengapa isteri diperlakuka11 seperti itu?, karena dalam adat suku lampung asli, 

\\anita itu dibeli untuk dijadikan isteri, sehingga terkesan setelah rnenjadi isteri 

wanita itu bisa diperlakukan semau suarni. Apalagi jika si isteri tersebut tidak 

membawa '"sesan" (serah-serahan), mka akan semakin parah diperlakukan 

seenaknya oleh suaminya. 

Namun hukum adat dewasa ini kebanyakan sudah berkembang dan 

'11enyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Ia tidak melarang lagi wanita bebas 

: ~ eluar rumah, baik suami maupun isteri berhak untuk melakukan perbuatan 

Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Ditinjau Dari Agama (Islam) 

Menurut hukum ~ slam, suami dan isteri dalam membina rumah tangga hams 

berlaku dengan cara yang baik (ma' rut) sebagaimana fienan allah yang artinya:" 

d~m bergaullah dengan mereka (para isteri) dengan cara yang baik). Selanjutnya 

-' ·ikatakan pula dalam al-Qur'an bfu1.wa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan 

t~nita (isteri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut 

. ~ra yang rna' ruf, tetapi suan1i mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. 

· i' rcf.H.Hilman Hadikusuma, Hukum Per'nawinan Ed Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan 
- ·; 'J:n /s/am,cv.Mandar Maju.Bandung 1990. hal. f13 
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C. Harta Bersama Dalam Pcrkawinan 

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama 

terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama. Harta adalah barang-barang, uang 

dan sebagainya yang menj adi kekayaan, sedangkan bersama adalah seharta, 

semilik. Sedangkan menurut terminologis harta bersama adalah barang-barang, 

uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami isteri secara 

bersama-sarna dalam perkawinan. 15 

Pada dasamya, menurut hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran 

harta bersarna antara suami dan isteri karena perkawinan, ke~uali dengan syirkah 

(petjanjian dalam perkmvinan). Hal ini disebabkan karena dalam al-Qur 'an 

maupun Hadis Nabi tidak dij eiaskan dengan tegas tentang hal itu, sehingga 

masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad. 16 

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan hmia 

bersama adalah hmi a yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa 

terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya 

perkawinan sampai perkavvinan tersebut putus kanma perceraian atau karena mati. 

Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri da'1 harta yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta 

pribadi yang sepenulmya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang 

para pihak tidak menentukan lain. 17 

Di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun 

dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun pasal 85 K..~U, 

15 W.J.S, Poerwadarminta, Kamus Umum B.ahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 347 
16 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, (Yogyakarta, Liberty, 2004), Him. 99 
17 BalKier Johan Nasution, Hukum Perdata !slam : Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, 
Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh, (Bandung: Mandar Maju, 1997), Hlm. 33 
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percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini rnerupakan 

ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian 

berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah iagi selama perkawinan 

berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari ketcntuan tersebut maka ia 

hams melakukan perjanjian perkawinan. 18 Hal ini senada dengan apa yang 

diungkapkan Vollmar bahwa akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan dan 

penghasilan suami-istri tergantung dari ada atau tidak adanya perjanjian 

perkawinan. 

Ten tang harta bersama ini, suami a tau istri dapat bertindak untuk berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan 

kedua belah pihak_ Semua harta yang diperoleh suami istri selama daiam ikatan 

perkawinan menj c>J~ i i' Trta bersama ba.ik harta tersebut diperoleh secara tersendiri 

maupun diperoleh sccara bersfu-na-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama 

ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi ~1arta bersama. Tidak menjadi 

suatu permasal?llan apakah istri atau .suami yang membeli, tidak menjadi masalah 

juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama 

siapa harta itu hams didaftarkan. 19 

Pengaturan harta gono-gini diakui secara hukum, baik secara pengurusan, 

Penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang gono-gini juga diatur dalam 

hokum islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran 

harta kekayaan suami istri, narnun temyata setelah dicermati, dan dianalisis yang 

18 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Pembimbing, 1961 ), Him. 31 
i
9 Abdul Manan, Anelw Masa/ah Hukum Perdata Islam di lndonesia, .. . Him. 109 
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tidak bisa dicampur adalah ha1ia bawaan clan harta perolehan. Hal ini sama 

de.ngan ketentuan yang berlaku dalam hokum positi f, bahwa kedua mac am harta 

itu (harta bawaan dan harta perolehan) harus terpisah dari harta gono gini itu 

sendiri. 

Dalam kitab-kitab fiqih klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan 

sebag;..i harta kek(lyaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh 

tali perkawinan, atau dengan kata lain harta gono gini atau harta bersama adalah 

harta yang dihasilkan dalam jalur syirkal) (kongsi) antara suami dan istri sehingga 

terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat 

dibedakan lagi. 

Para ahli hukum islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono 

g1m atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa islam tidak 

mengatur tentang gono gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya 

kepada mereka sendiri untuk mengatumya. Sebagian ahli hukum islam yang lain 

mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika islam tidak 

mengatur tentang haria gono gini atau harta bersama sedangl<.an hal-hal lain-lain 

yr.ng kecil-kecil saja diatcr secara riPci oleh agama islam dan ditentukan dasar 

hukumnya. 

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dat! legal-fonnal 

dalam peraturan penmda..11g-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahtm 

1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), 

maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah 

gono-gini lebih popular dibandingka.'1 dengan istilah yang resmi digunakan dalam 

bahasa hukum konvensional. 
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Sedangkan menurut Drs. Fachtur Rahman, memberikan definisi ba}n.va harta 

gono-gini adal ah harta milik hersama dari suami istri yang diperoleh keduanyn 

selama berlangsungnya perkmvinan dimana keduanya bekerja untuk kepentingan 

hidup berumahtangga. 

Di berbagai daerah di tanah air sebenamya juga dikenal istilah-istilah lain 

yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di Jawa). Hanya, diistilahkan 

secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-.rp.asing daerah. 

Misalnya di Aceh, harta gono-gini diistilahkan dengan haeruta sihareukat; di 

Minangkabau masih dinamakan harta suarang; di Sunda digunakan istilah guna-

kaya; di Bali disebut dengan druYJ;e gabro; dan di Kalimantan digunakan 

istilah barang pe1pantangan. 10 Sampai sekarang penggunaan nama-nama terse but 

masih mewamai praktek peradilan. 

Dengan berja!annya waktu,rupanya istilah ·'gono-gini" lebih populer dan 

dikenal masyarakat,baik digun:1kan secara akademis,yuridis,rnaupun dalam 

perbendw~araan dan kosa kata masyarakat pada umumnya. 

Pada dasamya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perlawinan 

arctara suami <ian ist1i (harta gono-gi~) .Konsep harta gono-gini pada awalnya 

berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkcmbang di Indonesia. Konsep ini 

kemudian didukung oleh hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Negara 

kita. Percainpuran harta kekayaan (ha1ia gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut 

tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perka\vinan. Dasar hukum tentang 

harta gono-gini dapat ditelusuri melalui Undang-Undang ,hukum islam, htLkum 

adat dan peraturan lain,seperti berikut: 

-
20 Ismail Muhammad Syah, Pencaharian Bersama Suami Istri, Bulan:-bin tang, Jakarta, 1965 hal 18 
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l. UU perkawinan pasal 35 ayat 1 ,menyebutkan bahwa harta gono-gmt 

adalah "harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta 

kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai 

harta gono-gini . 

2. KUHPerdata pasal 119,disebutkan bahwa "sejak saat dilangsungkan 

p ::rkcnPinan ,maka menurul hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara 

suami istri,sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam 

perjanjian perkawinan.Harta bersama itu,selama perkawinan berlangsung,tidak 

boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. ". 

3. KHI pasal 85,disebutkan bahwa ··'adanya hart a bersama dalam 

perkmvinan itu,tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing 

suami istri".Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam 

perkawinan (gono-gini). 

4. KHI pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa "pado dosan;ya 

tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perka·winan. '·'21 

1 . Harta Bersama Menurut UU Perkawinan 

Undang-u11dang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah Inengatur 

tentang harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu dalam Bab VII pasal 35, 36, dan 

37. 

Pasal35 

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 

2 1 Undang-undang RI nor.!ior I tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, 
bandung,20IO · 
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2) Harta bawaan dari masing-masing suam1 dan isteri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau wansan, adalah di bawab 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

Pasal36 

1) Mengenai harta bersama suami a tau isteri dapat bertindak atas persetujnan kedua 

belah pihak 

2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunym hak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya 

Pasal37 

"Bila perkawinan putus karena perceramn, harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing" 

Berdasarkan pada pasal 35, 36, d~'1 37 tersebut di atas, maka dapat ­

disimpulkan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan ya..11g diatur dalam 

Undang-undang perkawinar1 suda..h sejalan dengan ketuntuan dalam hukum Islam, 

namun di sini hanya ditekankan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan 

baik kerena usaha suami isteri masing-masing atau suami isteri bersam.a-sama 

otomatis menjadi hmia bersama. Tetapi apabila terjadi perceraian maka 

pembagian harta bersama tetap mengikuti ketentuan hukumnya masing-masing, 

jadi bagi orang Islam tetap mengik:uti ketentuan hukum Islam. 
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2. Harta Bersama menurut KI-ll 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta bersama dalam 

perkawinan diatur dalam pasal 85-97. Pada pasal 85 KHI menegaskan bahwa 

adanya harta bersama tidak menutup kemungki11an adanya harta milik masing­

masing suami atau isteri. 

Dalam pasal 86 m~nyatakan bahwa pada dasru·nya tidak ada percampuran 

antara harta kekayaan suarni dan harta kekayaan isteri karena perkawinan. Harta 

kekayaan isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri , 

demikian. juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai 

sepenuhnya olehnya. 

Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh memakai hak milik isteri tanpa 

persetujuan si isteri, jika suami menggunakan harta isteri walaupun untuk 

kebutuhan sehari-hari pada dasarnya merupakan hutang suarni kepada isteri yang 

harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir batin 

kepada isteri dan membahagiakan isteri tidak menyusahkan isteri, bukan 

sebalikya. Namun demikian tidak berarti suami isteri tidak saling membantu 

dalam membangun kelt•arga atau mmah tangga, asal saJa segala sematunya 

dilakukan dengan baik dengan musyawarah antara satu sama lain. 

Sebagaimana yang telah disebutkan pasal 86 yaitu harta kekayaan isteri 

tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, jadi perempuan yang 

bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun 

juga termasuk mengurus harta benda sehingga ia dapat melakukan perbuatan 

hukum dalam masyarakat berupa hibah, hadiah, shadaqah atau yang lainnya, hal 

ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 87 ayat 
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Apabila te1jadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka 

penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama yang 

berwenang. Seorang suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri 

maupun hartanya sendiri begitu pula sebaliknya seorang isteri tumt bertanggtmg 

jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. 

Bentuk harta bersama itu sendiri beraneka ragam s~bagaim&.""la yang 

dijelaskan dalam KHI pasal 91 : 

1) Harta bersama yang dimaksud dalam pasal 85 KHI adalah bempa bendaberwujud 

atau tidak berwujud. 

2) Harta bersama yang benvujud dapat meliputi benda tidak bergerak,benda 

bergerak dan surat-surat berharga. 

3) Harta bersama yang tidak benvujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 

-1-) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satupihak atas 

persetujuan pihak lainnya. Suami atau isteri tr.npa persetujuan pihak lain tido.k 

diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. 

Jika dalam rumah tangga terdapat pem1asalahan yang berhubungandeng:m 

hutang maka dapat di selesaikan dengan menggunakan pasal 93Kompihsi Hukum 

Islam, yaitu: 

Pertanggungjawab:.m terhadap hutang suami atau isteri dibebankan padahartanya 

. . 
masmg-masmg. 

2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan tmtuk kepentingankeluarga, 

dibebankan kepada harta bersama. 

J i Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 

~) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepadaharta isteri. 
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Dalam hal terj adi perkawinan poligami ( suami beristeri lebih dari satu) 

maka mengenai harta bersama diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukumlslam, 

yaitu : 

1) Harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai isterilebi.h dari 

seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 

2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri 

lebih dari seorang sebagaimana tersebut dal_am ayat (1), dihitung pada saat 

berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. 

Apabila dalam mmah tangga terdapat perbuatan suam1 atau isteri yang 

membahayakan terhadap harta bersama maka pasal 95 Kompilasi Hukum Islam 

menjelaskan : 

1) Dengan tidak mengurang1 ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c 

peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2) Kompilasi 

Hukum Islam, suarm atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama 

untuk meletak.kan sita Jamman atas harta bersama tanpa adanya 

permohonan gugatan cerai, apabila sc.iah satu melakukan perbuatan yang 

merugikan dan membahayakan hm1a bersama seperti judi, mabuk, boros 

dansebagainya. 

: ) masa sita dapat dilakukan p~njuala."l atas harta bersama untuk kepentingan 

keluarga dengan izin Pengadilan Agama. 

Dalam hal terjadi perceraian baik cerai hidup atau cera~ mati atau salah satu 

di antara suarni isteri tersebut ada yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya 
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maka penyelesaian atau pembagian harta bersama adalah berdasarkan pada pasal 

96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam: 

I) Apahila tetjadi cerai mati , maka separoh harta hersama menjadi hak pasangan 

yang hidup lebih lama. 

2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya 

hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau 

matinya secar9- hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. 

3) Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama 

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

3. Akihat Putusnya Hubungan Perkawinan Terbadap Harta Bersama Antara Suan1i 

Isteri 

Dengan putusnya hubungan perkawinan, maka timbul beberapa akibat 

hukum. Akibat hukum dari putusnya hubungan perkawinan tersebut antara lain : 

1) Tentang status anak-anak, pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaaP..nya 

(wali Hadhanah). 

2) Tentang harta bersama suami isteri tersebut. 

3) Ten tang nafkah isteri dan nafkah anak. 

4) Tentang masa tunggu (tenggang vvaktu Iddah) 

5) Tentang nafkah Iddah dan Mut'ah. 

4. Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami 

Ketentuan tentang harta bersama juga berlaku dalam perkawinan poligami. 

Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 94 ayat ( 1 ),disebutkan 

.::bahwa " Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri 
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lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Berdasarkan 

ketentuan ini, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri 

lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 

Kepemilikan harta bersama tersebut dihitlmg pada saat berlangsungnya akad 

nikah perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.22 Hal ini sesuai dengan 

ketentuan dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pasal 

tersebut diterangkan bentuk harta bersama dalam masalah poligami. Menurut 

ketentuan yang dinunuskan dalam pasal tersebut harta bersama dalam perkawinan 

poligami masing-masin~ terpisah dan berdiri sendiri. Bentuk harta bersama yang 

terdapat dalam perka'>vinan serial sama halnya dengan perkawinan poligami. Jika 

suami berpoligami dengan dua istri , malm dalam perkawinan tersebut terbentuk 

dua harta bersama antara suami dan masing-masing istri. Demikian seterusnya, 

tergantung pada jumlah istri dalam perkawinan poligami yang bersangkutan.23 

Dalam perkawinan poligarni harta bersama terpisah dan berdiri sendiri, 

maksudnya adalah tidak terjadi penggabungan atau campur aduk antara 

masingmasing harta bersama. Asas ini sesuai dengan penegasan pasal 65 ayat (1) 

hurufb Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "istri yang 

kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum 

perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi". 

Berdasarkan ketentuan tersebut, istri pertama dari suami yang berpoligami 

mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. 

Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta bersamanya bersama suaminya 

sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama 

22 Bahder Johan Nasution, Hukum Perdata Islam, .. Hlm. 34 
23 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . .. Hlm. 283 
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atas harta bersama tersebut. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak 

terhadap harta bersama milik istri yang pertama. Jadi apa yang menjadi harta 

bersama antara suami dengan istri yang pertama dalam kehidupan rumah tangga 

mereka merupakan harta bersama yang terpisa.h dan berdiri sendiri dari harta 

bersama antara suami dan istri kedua. Istri kedua dan seterusnya, tidak berhak atas 

harta bersama suami dengan istri pertamanya. 24 

5. Pembagian Harta Bersama 

Berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 37 Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta 

bersama sua.mi istri apabila terjadi putusnya perka\vinan baik karena kematian 

atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat 

setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selarn perkawinan berlangsung. 

Ketentuan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Rl tanggal 9 Desember 

1959 No.424.KJSIP/1 959, dimana dalam putusan tesebut dinyatakan bahwa harta 

bersama suami istri kalau terj adi perceraian maka masing-masing pihak mendapat 

setengah bagian. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian haria bersama setengah untuk 

suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu bisa dilenturkan 

mengingat realita dalarn kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada 

pihak suami yang tidak ikut berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah. 

tangga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam· 

memeriksa kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan 

kepatutan. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan khusus, tentang partisipasi 

24 ibid, Hm. 284 
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pihak suami dalarn mewujudbn har1a bersama keluarga, sehingga bagian yang 

menetapkan setengah clari harta bersama baik untuk istri maupun untuk suami 

perlu diienturkan lagi sebagai mana yang diharapkan dalam pasal 229 Kompilasi 

15 Hukum Islam.-

Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak 

menimbulkan ketidakadil an antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. 

Apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk kepada ~etentuan Kompilasi 

Hukum Islam pasal 88 bahwa, "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri 

tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada 

Pengadilan Agama". Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah pilihan satu-

satunya.26 

25 Abdul Manan, !bid. , Him. 129 -
26 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Te1ja~inya Perceraian, Him. 38 
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BABIII 

KERUGIAN DAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA 

A. Pengertian Kerugian 

Kerugian (schade) bagi korban merupakan unsur perbuatan mel a wan hukum 

sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam 

pen~ertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum 

dapat bempa : 

a. Kerugian materiiL 

Kerugian materiil dapat t.;:rdiri dari kemgian yang nyata-nyata diderita dan 

keuntungan yang seharunya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si 

pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya 

Lmtuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya 

diperoleh. 

b. Kerugian in ~ ,,.~2teriallidiil. 

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat 

immaterialiidiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. 

Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh 

undang-undfu"'lg. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah 

dengan cara analogis. Mengenai hal ini mempergunakan peraturan ganti rugi 

akibat ingkar janji yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata di samping 

itu, pemulihan kembali ke keadaan semula. 

42 
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Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umurnnya harus 

dilakukan dengan menilai kerugian tersebuL untuk itu pada asasnya yang 

dirugiklli1 hams sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika 

-~ 

terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti 

rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan 

tetapi juga apa y:mg ia akan derita pada waktu yang akan datang. 

Dalam gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum wanprestasi berbeda 

dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan berdasarkan 

wanprestasi hanya mengenal keru'gian materil, sedangkan dalam gugatan 

perbuatan melavvan hukum selain mengandung kerugian materil juga mengandung 

kerugian imateril, yang dinilai dengan uang. 

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawa..'l hukum: 

" dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa) 

8 memulibkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa) 

• larangan untuk tidak mengulangi perbuata..11 itu lagi (dapat dengan uang 

pemaksa) 

• dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat 

melawan hukum. 

Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun 

mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas 

baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu engan tanggungjawab 

membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian 
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setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan 

pertanggungjwaban. 

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : 

" Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kq:ada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya meeerbitkan kemgian itu, mengganti 

kerugian tersebut." 

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan : 

" Setiap orang bertanggung-jawab tidak saJa untuk kerugian yang disebabkan 

karena perbuatannya, tetapi JUga 1mtuk kerugian yang disebabkan karena 

kelalaiannya atau kurang hati-hatinya". 

Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas mengatur pertanggung­

jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena 

berbuat (positip=culpa in commitendo) atau karena tidak berbuat (pasif=culpa in 

ommitendo). Sedangkan pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pad? tuntutan 

pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian 

( onrechtmatigenalaten ). 

Selain itu orar1g yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat 

dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang 

ia lakukan tidak wajib membayar ganti mgi. Sehubungan dengan kesalahan in 

terdapat dua kemungkinan: 

• Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya 

kerugian. Dalan1 pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga 
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bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut 

dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu 

dilakukan dengan sengaj a. 

• Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu 

ditimbulkan kare~a perbuatan beberapa orang maka terhadap masing­

masing orang yang betianggung jawab atas terj ndinya perbuatan tersebut 

dapat dituntut untuk keseluruhannya 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah 

petianggungjawaban terhadap peruatan melawan hukum menjadi 2 golongan, 

yaitu: 

1. Tanggung jawab langsung 

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya interprestasi 

yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365 

KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau 

dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan 

pertanggtu1gjawaban untuk membayar ganti rugi. 

2. Tanggungjawab tidak langsung 

Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya 

bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi 

juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan 

dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. 
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Tanggung javvab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan 

hukum dalam hukum perdata, pe1ianggung jawabannya selain terletak pada 

pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atu kepada negara, 

tergantung siapa yang melakukannya. 

Adanya kemungkinan pengaliha!l tanggung jawab tersebut disebabkan oleh 

dua hal: 

Perihal pengawasan 

Adakalanya seorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat menumt hukum 

berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang lain. Adapun orang-orang 

yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain menurut 

Pasal 1367 KUHPerdata adalah sebagai berikut: 

" Orang tua atau wali, bertanggungj a,vab atas pengawasan terhadap anak­

ana/..71ya yang belum dewasa 

s Seorang curator, dcdam hal curatele, bertanggung jawab at as 

pengawasan terhadap curandus 

e Guru, bertanggung jawab atas pengawasan murid sekolah yang berada 

dalam lingkungan pengajarannya. 

• Majikan, bertanggungjawab atas pengawasan terhadap buruhnya 

• Penyuruh (lasgever), bertanggung jawab atas pengcnvasan terhadap 

pesuruhnya. 
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Terkait dengan hal ini pengawasan dapat dianggap mempunyai untuk 

menjaga agar jangan sampai seorang yang diwasi itu melakukan perbuatan 

melawan hukum. Pengawas itu harus turut berusaha menghindarkan kegoncangan 

.r 

dalam msyarakat, yang mungkin akan disebabkan oleh tingkat laku orang yang 

diawasinya. 
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B. Pengetian Perjanjian 

Istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. BW 

(Burgerlijk Wetboek) menggunakan istilah overeenkomst · dan contract untuk 

pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel 

kedua tentang "Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanj ian" yang 

dalam bahasa Belanda berbunyi "Van verbintenissen die uit contract of 

overeenkomst geboren worden''. Pengertian ini juga didukung oleh pendapat 

banyak sarjana, antara lain : Hofinann dan J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo 

dan Marthalena . Pohan, Mariam Darus Badrulzaman, Purwahid Patrik dan 

Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian 

yang sama. 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang a tau lebih". 28 

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi 

perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu 

luas. Tidak lengkap karena tanya mengenai p~rjanjian sepihak: saja da11. dikatakan 

terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu 

perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, 

tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri 

sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga 

28 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rincka Cipta, 2007, hal. 363 
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mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan meluwan 

hukum ini tidak ada unsur persetujuan.29 

Subekti30 menganggap istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit 

daripada perjaqjian/perikatan, karen a kontrak ditujukan kepada 

perjanjian/perikatan yang tertulis. Sedangkan Pothier membedakan contract dan 

convention (pacte). Disebut convention yai:u perjanjian antara dua orang atau 

lebih untuk menciptakan, menghapuskan atau meubah perikatan. Adapun 

Contract adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.31 

Argumentasi h itis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian 

disumbangkan oleh Peter Mahmud Marzuki32 dengan melakukan perbandingan 

terhadap pengertian kontrak atau perjanjia~ dalam sistem Anglo-American. 

Sistematika Buku III tentng Verbinrenissenrecht (hukum Perikatan) mengatur 

mengenai overeenkomst yang kalau diteljemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 

berarti petjanjian-. Istilah kontrak mempakan terj emahan dari Bahasa Inggeris 

Contract. Didalam konsep kontinental, penempatan pengaturan peijanjian pada 

Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa 

peiJanJian mem:mg berkaitan dengan mas ::1lah Harta Kekayaan (Vermogen) . 

Pengertian peiJanJian 1m mmp dengan con!ract pada konsep Anglo-American 

yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir Anglo-American, 

perjanjian yang bahasa Belanda-nya overeenkomst, dala.In Bahasa Inggris disebut 

agreement yang mempunyai pengertian lebih luas dati contract, karena mencakup 

hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk agreement yang 

29 Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikiitan dengan Penjelasan, PT. Alumi Bandung. 2005, 
haL 89. 
30 SubeJ...--ti, Hukum Perjanjian, Cet. XVI, Jakarta: lntcrmasa, 1996, him. I. 
3 1 Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Ibid . 
32 Peter Mahmud Marzuki "Batas-batas Kebebasan Berkontrak". artikel dalam Jumu.J Yuridika, V~lume 18 
No.3, Mei Tahun 2003, him. 195-196. · 
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berkaitan dengan bisnis disebut contract, sedangkan untuk yang tidak terkait 

dengan bisnis hanya disebut agreement. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah "persetujuan 

tertuli s atau dengan li san yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing 

bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu."33 

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah "persetujuan yang 

dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lis9J1, masing-masing sepakat 

untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama." 

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana 

seorang berj anj i kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal."34 Menurut Salim HS, Perjanjian adalah 

"hubungan hukurn antara subjek yang satu dengan subj ek yang lain dalaii?- bidang 

harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitl; 

juga subjek hukum yrmg lain berkewaj iban untuk rnelaksanakan prestasinya sesu<<?. 

dengan yang telah disepakatinya. "35 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang 

tercantum dalam kontrak, y.1itu : 

1. Adanya hubungan hukurn Hubunga...n hukum merupakan hubungan yang 

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan 

kewajiban. 

'
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar lkthasar lndonesi Edisi Ketiga, Jakarta: E1lai Pustaka. 

2005. ha l. 458. 
34 R. Subekti, Op.cit, hal l. 
35 Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hal. 27. 

(Selanjutnya disebut Salim HS 
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2. Adanya subjek hukum Subjek hukum yaitu pendukung hak dan 

kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum 

yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum 

__. 

Perdata mengkualifikasikan subj ek hukum terdiri dari dua bagian yaitu 

manusta dan badan hukum. Sehingga yang membentuk pefJ3.11Jlan 

menurut Hukum Perdata bukan hanya manus1a secarc.. individual 

ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechtperson, misalnya 

Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas. 

3. Adanya prestasi Prestasi menurut Pasal 1234 KUH ~erdata terdiri atas 

untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat 

sesuatu. 

4. Di bidang harta kekayaan Pada umunmya kesepakatan yang telah 

dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu 

bentuk tertul is dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen 

tersebut disebut sebagai "Kontrak Bisnis" atau "Kontrak Dagang".36 

Ferj anjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menu..rut 

Subekti, Perikatan adalah "suatu perhub~ngan hukum antara dua ora:1g atau dua 

pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak 

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenlLhi tuntutan itu". 

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan 

nan1a undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari "peijanjian" dan ada 

perikatan yang lahir dari "undang-undang". Perikatan yang lahir dari 

undang-undang dapat dibagi lagi ke da1am perikatan yang lahir karena undang-

36 Bahan ·Kuliah Perancangan Kontrak, M. Husni, Tinjauan Umum Mengenai Hontrak. 2009. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Novita Sari - Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Suami terhadap Kerugian..



52 

undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang­

undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu. perikatan yang lahir dari 

undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu 

peri ka1 an yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu 

perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 Kill! Perdata). 

a. Syarat Sahnya Peljanjian 

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

yang mengemukakan empat syarat,yaitu : 

l. Adanya kesepakatan, kedua belah pihak 

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 

3. Adanya suatu hal tertentu. 

4·. Adanya sebab yang halal. 

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subj ektif karena kedua syarat 

tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan 

syarat objektif karena mengenai objek dari peljanjian. 

Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 

Syarat pertama dmi sahnya suatu perJanJian adalah adanya 

kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah "persesuaian pernyataan 

kehendak antara satu orang a tau lebih dengan pihak lainnya. Yang 

sesuai itu adalah pemyataannya, karena kehendak itu tidak dapat 

dilihat/diketahui orang lain.'m Pemyataan dapat dilakukan dengan tegas 

atau secara diam-diam. Pemyataan secara diam-diam sering terjadi di 

37 Salim HS. Op.cit. hal. 33. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Novita Sari - Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Suami terhadap Kerugian..



53 

dalam kehidupan schari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang 

naik angkutan umum. dengan membayar ongkos angkutan kepada 

kondektur kemudian pihak kondcktur menerima uang tersebut dan 

herkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya 

dengan aman. Dalam hal ini, telah teijadi perjanjian walaupun tidak 

dinyatakan secara tegas . 

Persetujuan tersebut hams bebas, tidak ada paksaan. Kemauan 

yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. 

Dianggap pe1janjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, 

kekhilafan a tau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 21 

KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat 

kek}1jlafan, paksaa.'1 atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu 

teijadi cacat kehendak dan karena itu peljanjian tersebut dapat 

dibatalkan. Cacat kehendak artinya "bahwa salah satu pihak sebenam ya 

tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan 

tela.!-) membuat ko11trak secam khilaf m anakala dia ketika membuat 

kontrak tersebut dipengamhi oleh pandangan atau h san yang temyata 

tidak benar. 38 

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 

Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak hams cakap 

menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk 

melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan 

yang menimbulkan akibat hukum. 

38 H.R. Daeng Naja. Op.Cit, hal.86. 
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Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak 

cakap yaitu: 

l. Orang yang belum dewasa Menurut Pasal 330 KUH Perdata, 

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 

genap 21 tahun dan belum pemah kawin. Apabila 

perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun 

maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan 

belum dewasa. 

2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan Orang yang 

ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat 

berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang 

berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya 

sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang 

anak yang bf'lum dewasa harus diwakili orang tua atau 

\Valinya maka seorang dewasa yang berada di bawah 

pengampuan harus Jiwakili oleh pengampu atau kuratornya. 

Dalam pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap 

orang dewasa yang selalu berac!a dalam keadaan dLmgu, 

sakit otak, a tau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika 

1a kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. 

Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah 

pengampuan karena keborosannya. 

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 

Undang-undang telah melarang membuat perJanJian-
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perJanJJan tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri 

dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 

ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo.SEMA No.3 

Tahun 1963. 

3. Adanya suatu hal tertentu 

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perJanJian. Yang 

diperjanjikan haruslah su~tu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau 

tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang 

dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok peijanjian. 

Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus 

mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan 

jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal 

barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 

4. Adanya sebab yang hala1 

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai 

sebab (orzaak,causa). Yang dimaksud denga11 sebab bukanlah sesuatu 

yang mer..dorong pan pihak untuk mengadakan perjanjian, karena 

alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjia..11. itu 

tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan 

ialah jika isi peijanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan 

dan ketertiban tm1um. 

Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka 

sala..lJ satu pihak. dapat meminta supaya peijanjian itu dibatalkan, 

namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian 
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itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak 

terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. 

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan 

apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka 

menunit Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai 

kekuataJ1 huknm sama dengan kekuatan suatu Undang-undang. 

C. Jenis- Jenis Perjanjian 

Petjafljian dapat dibedakan menumt berbagai cara. Perbedaan tersebut 

adalah sebagai berikut:39 

a. Pe1janjian Timbal Balik Peljanjian timbal balik adalah perjanjian yang 

menimbulk~n kewajibanpokok bagi kedua · belah pihak. Misalnya 

perjani; ::;i; jual beli. 

b. Perjanjian Cuma-cuma Perjanjian dengan cuma-cuma adalah 

peiJ3llJian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. 

Misalnya hibah. 

c PerjaJ1iian Atas BebaE Perjanjian <\tas Beban adalah peija..'1jian dimana 

prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, 

dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. 

d. Pelja.rtiian Bemama (Benoemd) Perjanjian bemama (khusus) adalah 

perJanJtan yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian 

tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang 

39 Mariam Daris, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandtmg; Citra Aditya Bakti, 2001, hal. Mi-69 (Selarljutnya 
disebut Mariam II) 
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berdasarkan tipe yang paling ba.'1yak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini 

diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata. 

e. Perjanjian Tidak Bemama (Onbenoemd · Overeenkomst) Peijanjian 

Tidak Bernama (Onbenoemd) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak 

diatur dalani KUH Perdata, tetapi terdapat dalarn masyarakat. Peijanjian 

ini seperti IJerjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam 

praktekmya, peijanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak mengadakan perjanjian. 

f. ~erjanjian Obligatoir Peijanjian obligatoir adalah petjanjian di mana 

pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan 

suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan 

perikatan). 

g. Peijanjian Kebendaan Perjanjian Kebendaan adalah peijanjian dengan 

mana seseorang menyerahkan hakr}ya atas sesuatu benda kepada pih:::l-:. 

lain, yang membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan 

benda tersebut kepada pihak lain. 

h. Perjat1jia'J. Konsensual Perjanjian Konsensual ada1ah perjanjian dimana 

di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk 

mengadakan perikatan. 

1. Peijanjian Riil Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya 

berlaku sesudah teijadi penyerahan barang. Peijanjian ini dinamakan 

perja..'1jian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai. 
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J. Perjanjian Liberatoir Perjanjian Liberatoir adalah perJanJian dimana 

para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya 

perjanjian pembebasan hutang. 

k. Perjanjian Pembuktian Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana 

para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara 

mereka. 

l. Peijanjian Untung-untungan Perjanjian Untung-untungan adalah 

perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya peiJanJian 

asuransi. 

m. Perjanjian Publik Perjanjian Publik adalah peiJanJian yang sebagian 

atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak 

yang bertindak adalah Pemerintsh dan pihak lainnya adalah swasta. 

Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan. 

n. Pc:rjanji2.<1 Campuran Perjanjian Campuran adalah perj anjian yang 

mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang 

menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan 

Uual eeli) dan jug3 memberikan pelayanar. . Dari jenis-jenis perjanjian 

di atas, dapat dilihat bahw8 perjanjian waralaba tennasuk jenis 

perjanjian tidak bernama atau onbenoemde overeenkomst. Dalam 

Kamus Hukum, onbenoemde overeenkomst adalah "perjanjian atau 

persetujuan yang tidak mempunyai nama khusus maupun yang tidak 

dikenal dengan suatu nama." 
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D. Berakhirnya Perjanjian 

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang cara berakhimya 

suatu perikatan, yaitu : "Perikatan-perikatan hapus karena 

a. pembayaran; 

b. karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan; 

c. karena pembaharuan hutang; 

d. karena perjumpaan hutang atau kompensasi~ 

e. karena percampuran hutang; 

f. karena pembebasan hutangnya; 

g. karena musnahnya barang yang terhutang; 

h. karena kebatalan atau pembatalan; 

1. karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu 

buku ini; 

J. karena lewatnya waktu, hal mat'1a akan diatur dalam suatu bab 

tersendiri". 

Dalam bu:.m M.::1riam Daru~, hapusnya perikatan dikarenakan bberapa hal 

. j_o 
yattu : · 

a. Pembayara11 Yang dimaksud dengan pembayaran dalam Hukum 

Perikatan adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi. Penyerahan barang 

oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah 

merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah "pembayaran". 

40 Mariani Dams II, Op. Cit, hal. 116. 
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b. Subrogasi Subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak 

ketiga. Penggantian itu tetjadi dengan pembayaran yang diperjanjikan 

ataupun karena ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, apabila pihak 

.... 
ketiga melunaskan utang seorang debitur kepada kreditumya yang asli , 

maka lenyaplah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur asli. 

c. Tentang penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan atau 

penitip:m Dalam hal perikatan dapat hapus dengan penawaran 

pembayaran yang diikuti penyimpanan atau penitipan ini di mana 

debitur yang ak:an membay2.r hutangnyfl kepada kreditur, tetapi k.reditur 

menolak pembayaran tersebut dan oleh debitur uang atau barang yang 

akan dibayarka..11 kepada kreditur di titipkan ke pengadilan guna 

dibayarkan kepada kreditur. . 

d. Pembah.aruan Huta11g Pembaharuan hutang adalah suatu perJanJlan 

dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus 

diadaka.'1 suat<l perikatan bam. 

e. Musnal-.~.nya Barang yang Terhutang l\·1usnahnya bamng yang terhutang 

i11i adalah suatu barang tertentu yang menjadi obyek perikatan dihapus 

dan dilarang oleh Pemerintah yang tidak boleh diperdagangkan lagi. 

Dalam pasal 1553 KUH Perdata disebutkan bahwa jika selama waktu 

sewa, barang ya."'"lg disewak.an sama sekali musnah karena suatu kejadian 

yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. 

f. Pengoperan Hutang dan Pengoperan Kontrak 

Dalam praktek selalu tetjadi bahwa suatu kontrak dialihkan 

kepada pihak lain. Hal ini terjadi misalnya pemilik suatu perusahaan 
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memindahkan perusahaannya kepada pihak lain dengan janji bahwa 

pemilik baru tersebut akan mengambil alih juga segala hak-hak dan 

kewajiban yang melekat pada perusahaan tersebut. 

g. Kompensasi atau Perjumpaan Hutang 

Kompensasi itu terjadi apabila 2 (dua) orang saling berhutang 1 

(satu) dengan yang Jain, sehingga hutang-hutang tersebut dihapuskan 

karena oleh Undang-undang telah ditentukan bahwa terjadi suatu 

perhitungan antara mereka. Misalnya, si A berhutang sebesar Rp. 

10.000,- (sepul\th ribu rupiah) kepada si B dan si B mempunyai hutang 

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada si A, sehingga terj adi 

kompensasi antara mereka yang menyebabkan si A hanya berhutang 

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada siB. 

h. Percampuran Hutang 

Dalam hal pencampuran hutang ini biasanya dalam hal pe'.varisan, 

dimana debitur menjadi ahli waris si kredirur. Apabila kreditur 

meninggal dunia, maka hutang-hutang debitur dibayarkan oleh ahli 

warisnya dan menjadi lunas. 

i. Pembebasan Hutang 

Pembebasan Hutang adalah pemyataan kehendak dari kreditur 

untuk membebaskan debitur da1i perikatan dan pemyataan kehendak 

tersebut diterima oleh debitur. 
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j. Kebatalan dan Pembatalan Perikatan 

Alasan-alasan yang dapat menimbulkan kebatalan suatu perikatan 

adalah kalau perikatan tersebut cacat pada syarat-syarat yang objektif 

saja. Cacat tersebut adalah objek yang melanggar undang-undang dan 

ketertiban umum. 

Di samping hapusnya perjanjian berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan 

diatas dan Pasal 1381 KUH Perdata, masih ada sebab lain berakhimya perjanjian, 

yaitu: 

1. Jangka waktu yang ditentukan dalam perJanJian tersebut telah 

berakhir; 

2. Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perJanJian 

terse but; 

3. Ditentukan oleh Undang-undang misalnya peijanjian akan berak.~ir 

dengan meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut: 

4. Adanya putusan hakim dan; 

5. Tujuan yang dimaksud dalam perjanjian tela.~ tercapai. 

W anprestasi 

Apabila salah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu 

peijanjian, maka ia dikatakan ingkar janji atau wanprestasi. 

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua 

kemungkinan alasan, yaitu :41 

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaJa tidak dipenuhi 

kewajiban maupun karena kelalaian. 

41 Abdulkadir III, Op.Cit, hal. 203. 
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2. Karena keadaan memaksa (ovem1acht), force majeure, jadi di luar 

kemampuan debitur. 

Mariam Dams menyebutkan wujud dari tidak memenuhi perikatan 

(wanprestasi) terbagi tiga yaitu : 42 

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, 

7 Debitur terlambat memenuhi perikatan, 

3. Debitur keliru a tau tidak pantas memenuhi perikat~. 

Sruna halnya dengan Mariam Darns, Abdulkadir Muhammad JUga 

menyatakan adanya tiga keadaan wanprestasi, yaitu: 

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali , 

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal 

ini, debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru jika ia tidak 

mernperbaiki kekeliruannya maka ia dianggap tidak memenuhi 

prestasi sama sekali. 

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. 

Sementara itu, R. Subekti menyebutkan wanprestasi (kelalaian atau 

kealpalli~) 

seorang debitur dapat berupa empat macam :43 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukrumya; 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikrumya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan; 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

d. Melakukan sesuatu yang menun1t perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

42 Mariam 1, Op.Cit, hal23. 
43 R. Subek:ti. Op.cit, hal. 45. 
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Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu 

diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksaanaan 

pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hak tenggang waktu pelaksanaan 

pemenuhan prestasi "tidak ditentukan", perlu lnemperingatkan debitur supaya ia 

memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, 

menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan 

lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. 

Kreditur dapat memmtut debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal 

sebagai berikut :44 

a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur; 

b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur 

(Pasal 1267 KUH Perdata); 

c. Kreditu.r dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin 

kerugian :carena keterlambatan (HR 1 November 1913); 

d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian; 

e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti mgt kepada 

debitur. Ganti rugi itu berupa pen:bayaran uar.g denda. 

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dituntut huk-uman kepadanya, 1a 

dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya dari hukuman yang akan diberikan 

dengan mengajukan beberapa alasan. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu:45 

a. Karena adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeur) 

44 Salim HS I, Op.cit. hal.99 
45 R. Subekti I. Ibid. hal. 55. 
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b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah !alai (Exceptio non 

adimpleti contractus) 

c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut · 

g~ti rugi (rechtvenverking) 

a. Keadaan Memaksa (Overmacht atau Force majeur) 

Bahwa debitur tidak dapat melaksanakan apa yang telah 

diperjanjikan karena adanya hal-hal yang tidak terduga, dimana ia 

tidak dapat berbuat sesuatu terhadap peristiwa yang terjadi di luar 

dugaan tersebut. Misalnya, bencana alam yang menyebabkan 

musnahnya objek yang diperjanjikan. Seiring dengan 

perkembangannya, keadaan memaksa itu tidak hanya bersifat 

.mutlak tetapi ada juga yang bersifat tidak mutlak yaitu debitur 

masih dapat melaksanakan perjanjian tetapi dengan pengorbanan 

yang sangat besar sehingga tidak sepantasnya pihak kreditur 

menuntut debitur untuk melaksanakan peljanjian. Misalnya, 

setelah diadakannya suatu peijanjian, keluar suatu Peraturan 

Pemerintah yang melarang dike~uarhmnya suatu jenis barang 

yang merupakan objek perjanjian, dari suatu daerah dengan 

ancaman hukuman berat bagi si pelanggar sehingga, kreditur tidak 

dapat menuntut pemenuhan hak pelaksanaan perjanjian. 

b. Mengajukan bahwa la·editur sendiri juga telah lalai (Exceptio non 

adimpleti contractus). 

Debitur yang dituduh telah lalai dan d1tuntut untuk 

membayar ganti rugi, dapat mengajukan di depan Hakim bahwa 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Novita Sari - Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Suami terhadap Kerugian..



66 

kreditur sendiri juga telah !alai dalam menepati JanJmya. 

Misalnya, si pembeli menuduh si penjual terlambat menycrahkan 

barangnya padahal si pembeli sendiri terlambat membayar uang 

muka. Tentang Exceptio non adimpleti contractus ini tidak. diatur 

di dalam Undang-undang dan merupakan suatu hukum 

yurispundensi yaitu hukum yang diciptakan para hakim. 

c. Pelepasan hak (rechstvenverking) 

Alasan terakhir ini merupakan suatu sikap pihak kreditur yang 

membuat pihak debitur menyimpulkan bahwa kreditur tidak akan 

lagi menuntut ganti rugi. Misalnya, si pembeli telah membeli 

suatu barang dan ia mengetahui adanya suatu cacat tersembunyi 

atau tidak berkualitas bagus, tetapi ia tidak menegur si penjual 

dan tetap memakai barang tersebut sehingga dari sikapnya 

tersebut ia telah puas akan barang tersebut maka, dalam hal ini 

sudah selayaknya tuntutaJ.mya tidak diterima oleh hakim. 

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut 

Subekti, Perikatan adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua 

pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak 

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu". 
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-A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1) Mengenai persamaan hak istri dalam melakukan perbuatan hukum terdapat 

UU No.39/1999 tentang HAM Pasal 50 yuncto Pasal 51 mengandung hak 

wanita dalam perkawinan berdasarkan Pasal 16 CEDA W. Pasal 50 

menetapkan, ' Wanita yang telah dewasa dan alau Ielah menikah berhak 

untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh 

hukum agamanya'. Pasal 51 Ayat (1) menentukan, 'Seorang istri selama 

dalam ikalan perkawinan mempunyai hak dan langgung jawab yang sama 

dengan suaminya alas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan 

perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya serta pengelolaan haria 

bersama'. 

2) Mengenai tanggung jawab suami atas hutang yang dibuat oleh istrinya, 

dalam perkara perdata Reg.No.346/PDT.G/2009/PN .MDN terse but, sudah 

benarlah langkah hukum yang dilakukan Penggugat dengan menarik 

Tergugat II sebagai suami dari Tergugat I sebagai Tergugat. Karena: 

a) Objek gugatan merupakan harta bersama, 

b) Perjanjian yang dilakukan Tergugat I dengan Penggugat adalah sah. 

Karena sesuai dengan Pasal 50 UU No.39/1999 menetapkan, 'Wanita 

yang Ielah dewasa dan atau Ielah menikah berhak unluk melakukan 

perbualan hukum sendiri, kecuali ditenlukan lain oleh hukum 

agamanya'. Oleh karena itu dinyatakan sah dan berhargalah sita 

jaminan atas objek sengketa. 

83 
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c) Bahwa sesuat ketentuan pasal 1366 KUHPerdata JO 1367 

KUHPerdata, Tergugat II hams mempertanggung jawabkan kerugian 

Penggugat meskipun Penggugat dan Tergugat II tidak ada diikat oleh 

suatu perjanjian tertulis. Lagipula dalam perkara ini Tergugat II 

(suarni Tergugat I) dianggap telah mengetahui dan menyetujui 

perbuatan hukum yang dibuat oleh Tergugat I (istri Tergugat II). 

B. Saran 

1) Walaupun seorang wanita yang telah menikah itu memiliki hak yang sama 

dalam melakukan perbuatan hukum, tetapi sebaiknya apabila melakukan 

tindakan hukum setidaknya didiskusikan atau diketahui oleh sang suami 

apalagi yang menyangkut dengan harta bersama. Karena apabila terjadi 

-
persengketaan dengan pihak luar, hal ini dapat diatasi bersama. Terlebih 

lagi sekarang ini apabila melakukan tindakan hukum dengan Perusahaan 

penyedia jasa seperti Bank, dll, tidak akan menerima peijanjian apabila 

tidak menyertakan tandatangan suami sebagai bukti bahwa suami telah 

mengetahui tindakan hukum yang dilakukan istri untuk mau ikut 

bertanggung jawab kedepannya apabila terjadi persengketaan atau hal lain 

seperti kematian, dll. 

2) Sudah selayaknya suami dan istri mengetahui hak dan kewajibannya 

bukan hanya dalam kehidupan berumah tangga tetapi juga dimata hukum. 

Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi pengakuan bahwa apa yang 

dilakukan istri/suami tidak ada hubungannya dengan pasangannya 

tersebut, seakan - akan ingin lari dari tanggung jawab. Seperti yang kita 
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lihat di perkara perdata Reg.No.346/PDT.G/2009/PN.MDN. hal ini jelas 

. terjadi karena ketidaktahuan seseorang itu terhadap hukum yang berlaku. 
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Website: 

http://riddinj76ban.wordpress.com/Hak%20Tanggungan%20(Pemberian%20dan 

%20Pendaftaran)%20%C2%AB%20%27Ubi%20Societas, %201bi%20Iu 

s%27.htm (05 November 2012 09.00 am) 

http.//birulumbalumba.blogspot.com201206/perikatan-yang-bersumber-pada.html 

(07 Februari 2013 05.15 pm) 

http ://p4hrul. wordpress.com/20 J 2/04/19/hukum-perikatan/ (07 Februari 2013 

05.15pm) 

http://v.rww.hukumonline.com/kl ini kldetaiVIt5090fb0404Sb4/apakah-utang-isteri­

juga-merupakan-utang-suami (07 Februari 2013 05 .15 pm) 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17399/J/Reference.pdf (07 

Februari 2013 05.15 pm) 

http ://ferdiandontha ve lastname. word press. com/2009/06/24/apa -yang-dim aksud­

ibid-op-cit-dan-loc-cit/ (07 Februari 2013 05.15 pm) 

http://www .hukumonli ne.com/klinild detail/lt5 1 466c 18c9a9flkedudukan-istri­

dalam-melakukan-perbuatan-hukum (28jun 2013 9.19 pm) 

htto://www. hukumon l ine.com!k:linik/ detai l/lt4 fa8e51 c3a0f9/hak-istri-saat- jual­

beli-rumah (28jun 2013 9.19 pm) 

htto://vvww.hukumoniine.com/kl inik/detail/lt503db42 1 b3339/aoakah­

penggelapan-yang-di1akukan-istri-bisa-dilaporkan-ke-poLisi?- (28 JUn 

2013 9.19 pm) 

http://www .hukumonl ine.com/kl inik!detail/lt4f3c4l 06204e0/j ika-tanah-yang­

dibeli-temyata-objek-sengketa (28 jun 2013 9.19 pm) 
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http://www .h ukumon I ine.com/k I in ik/ detai l/ lt5090fb04045 b4/apakah-utang-isteri­

juga-merupakan-utang-suami (28 jun 20 13 9.1 9 pm) 

http://hukum.kompasiana.com/20 13/05/0 1/kedudukan-relasi-suami-i tri-menurut­

khi-55638 1.htm1 (2&-j un 20 13 9. 19 pm) 

http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perdataJ (28 jun 2013 

9.1 9 [Jm) 

http://roufibnumutn i. blo!!spot.com/20 13/03/hak -dan-kewaj iban-suami-istri­

serta .html (28 j un 201 3 9. 19 pm) 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Novita Sari - Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Suami terhadap Kerugian..




